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KABUPATEN ACEH BESAR

BI S MILLAHIRRAHMANIRRAHI M
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang :

Bt}PATI ACEH tsDSAR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2O21 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dipandang perlu untuk
membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Pefizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Aceh Besar;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor l092l;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2B6);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20A6 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6331;

undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8a6); ffi V{/0
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6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undaqg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 ?ahun 2;Ot4 tentang Pemer"intahan Daerah

{Lbmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Peraturan Pemerintak l$omor 96 Tahun 2Ol'2 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2072 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2A2I tentang
Penyelenggaraan Pefizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 15,

Tambahan lrembas'an Negara Republik kidonesia Nomor
6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2O2L tentang
Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 17, Tambahan
l,embatan Negara Republik Indonesia Nomor 66L9);

Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahu'n 2O2l tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung
Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66221;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2A2l tentang
Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2L Nomor 38, Tambahan
l"embarari },iegara Republik Indonesia Nomor 66a$;
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Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66a\;

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Bidang
Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonrjsia Tahun 2O2l Nomor 61);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
4 Tahun 2A27 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan
Periztnan tserusaha tserbasis Risiko dan Fasilitas Penartarrnar'
Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor
2721;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
5 Tahun 2O2l tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Merretapkan r

MEMUTUSKAN:

PERATURAN tsUPATI TEI{TAT{G PENYELENCTGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI KABUPATEN
ACEH BESAR

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah baglan dari Daerah Provinsi Aceh sebagai

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun

1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati;

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten sesuai dengan fungsi Can kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah

Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan

daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan R;rangkat daerah

kabupaten Aceh Besar; 
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Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang

dipilih melalui suatu proses demokratis ya.ng dilal<ukan berdasarkan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan OPD

adalah Organisasi Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah seiaku

pengguna anggaran"/ pengguna barang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang

seianjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

Pelayanan TerpaCu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah

Pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari

tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan

melalui satu pintu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai

dengan ketentuan per atur an perundan g-andangan'

Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku

Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan

diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk

surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.

10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single

Submission, yang seianjutnya disingkat OSS adalah Pertzinan Berusaha

ya;ag diterbitkan oleh Lentbaga OSS urrtuk dan atas raar,a- Menteri

Pimpinan i.embaga, Gubernur, atau Bupati kepada Pelaku Usaha melalui

sistem elektronik yang terintegrasi.

1,1. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang selanjutnya disebut

Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah dan non kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang koordinasi penanaman

moda1.

12- Pelaku Usaha ad:alafl. orang perseorarrgan atau badan usaha yarl,g

melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

13.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Petizinan Berusaha

berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas

pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah Pelaku Usaha

melakukan pendaftaran. +?
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15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar

pelaksan aan keglafan usaha.

16.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha

sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

17. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan

Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan Perundang-undangan di

Bidang Lingkungan Hidup.

18. Upaya PengeTolam Lingkungan Hidup dan Upaya Pemanrtauan Lingkungan

Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah upaya pengelolaan

lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana

dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di Bidang Lingkungan

Hidup.

19. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha

sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan

melalui pendekatan berbasjs risjko dan kewajib,an yang harus dipenuhi

oleh Pelaku Usaha.

2O. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha

mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang

mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

21. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M

adalah usaha Mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana

dimaksud dalam. undang-undaag mengenai Usalra Nlikro, Kecil dan

Menegah.

22.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha indonesia yang selanjutnya disingkat

KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah

nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang

statistik.

23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam

peraturan perund.ang-undangan di bidang penanarnan modal.

24. Penanaman MoCal Asing aCalah penanarnan modal asing sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
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BAB II

PENYELEI\GARAAN PERIZINAN B ERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 2

Penyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bertujuan untuk
meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

a. Pelaksanaan penerbitan perizinan Berusaha secara lebih efektif dan
sederhana; dan

b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, d"an dapat
dipertanggungiawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 3

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usahanya, Pelaku Usaha wqiib
memenuhi:

a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 4

(1) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasai
3 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan
lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

(2) Ketentuan mengenai persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dalam peraturan
perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan
bangunan gedung.

Pasal 5

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dirnak*ud dalam Fasal 3
huruf b, dilakukan berdasarkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Da-lam pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan dasar
perizinan berusaha.

(3) Persyaratan dasar Penzinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana
dimaksud pada ayat (21meliputi:

a. Kesesuaian kegiatan pemanfatan ruang;
b. Persetujuan lingkungan; dan
c. Persetujuan Bangunan Gedung dan sertifikat laik fungsi.
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Pasal 6

Pelaksanaan Perrirr,ar: Berusaha Berbasis Risiks yarlg diselenggarakaa oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh
Besar berdasarkan perizinarr berusaha sektor dan kemudahan persyaratan
investasi.

Pasal T

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha
kegiatan usaha.

(2) Pedzinan berusaha yang berbasis risiko, meliputi sektor:
a. Kelautan dan Perikanan;
b. Pertanian;
c. Lingkungan Hidup dan kehutanan;
d. Perindustrian;
e. Perdagangan;
f. Pekerjaan umum dan perumahan ral<yat;
g. Transportasi;
h. Kesehatan, obat dan makanan;
i. Pendidikan dan Kebudayaan;
j. Pariwisata; dan
k. Ketenagakerjaan.

Pasal 8

(1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi pengaturan:
a. Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter

risiko, tingkat risiko, Perizin"an Berusaha, jangka waktu, filasa berlaku,
dan kewenangan Perizinan Berusaha:

b. Persyaratan danf atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
c. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
d. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan huruf d berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
{3) Penzinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor dilakukan

pembinaan dan Pengawasan oleh OPD teknis terkait sesuai kewenangan
masing-rnasing.

Pasal 9

(1) DPMPTSP wajib menerapkan manajernen penyetrenggaraan Peizinan
Berusaha Berbasis Risiko di Daerah.

(21 Manajemen penyelenggaraan Pertzinan Berusaha Berbasis Risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakan s,esuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. aTT7.v/l

7/



(3) DPMPTSP dalam melaksanakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko mengacu kepada Standar Pelayanan, Standar Operasional
Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENDANAA}.I PERIZINAI{ BERTJSAHA BERBAS I8 RISI KO

Pasal 10

Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang
sah.

BAB IV

PENYELES AIAT.I PE RMAS AI,AI{AN DAN HAMBATAN PE RIZI}.IAN BBRU SAHA
BERBASIS RISIKO

Pasal 1 1

{1} Bupati wajib rr,renyelesaikan hambatan dan perrnasala}ran di bidangnya
dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{21 Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk
penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk
menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan
dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan dimaksud
sepanjang sesuai dengan asas-asas umum pemerintahanyan'g baik.

BAB V

PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 12

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis
risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dikoordinasikan oleh DPMPISP.

Wt



BAB VI

KETENTI JAI.I PE l'{t-iTu P

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap ararlg mengetahuinya, memerir,*a}n.kan pengund alflgafi Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah Kabupaten Aceh

Besar. avhY//t/
I/

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2021 M

29 Muharram L443 H

|.*rrotr A.EH BESAR, #,

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 7 September 2021 M

29 Muharram 1443 H

r SEKRETARIS DAERAH
..lv xaeuPATEN ACEH BESAR,

T ruv*
SULAIN{I

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEI.I BESAR TAHUN 2A21, NOMOR 22
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